
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu perlu
membentuk Peraturan Bupati Katingan tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\-rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

2. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaarl
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$i

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;
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6. undang-undang Nomor s rahun zol4 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Trhrrr, 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a\

7. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1s
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1oo rahun 2ooo tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o1g)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang Per-ubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 10o tentang pengangkatan pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan struktural {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a19a\

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14o, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Taltun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zarc
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 1g9l;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2oL6 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2A15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A361;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN.

PEMBANGUNAN,
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BAB I
KETTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan Ttgas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

5. Bupati adalah Bupati Katingan.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Katingan.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangu.nan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan tertentu
dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Katingan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Keuangan;

c. Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi
Teknologi.

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur,
membawahkan :

1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
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2') Sub Bidang Lingkungan hidup, Kehutanan, Energi
Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan dan
Perikanan.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Ralryat dan Kawasan
Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Bidang, Pembangunan Manusia dan Masyarakat,
membawahkan :

1) Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

2l Sub Bidang Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
Perpustakaan dan Kearsipan.

3) Sub Bidang Sosial, Komonikasi informatika, Trantibun
Lindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan
Catatan Sipil dan Persandian.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sosial dan
Pemerintahan'

2l Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan
Pembangunan

3) Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan,
Inovasi dan Tehnologi.

d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Anggaran,
membawahkan:

1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.

2) Sub Bidang Pen5rusunan Alokasi Anggaran.

3) Sub Bidang Analisa Progam Penganggaran.

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangarl
mempunyai tugas pokok melaksanakan pen)rusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah serta mengkoordinasikan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
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Pasal 4
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3, Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan
Pengembanga.n menyelenggarakan fungsi :

a. Penlrusunan rumusan kebijakan tehnis di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan, dan evaluasi
perencanaan daerah;

b. Pengkoordinasian pen]rusunan perencanaan pembangunan daeralr
meliputi penJrusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. Pengkoordinasian pen]rusunan petunjuk tehnis dan petunjuk
pelaksanaan serta penyelenggaraan singkronisasi perencanaan
pembangunan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan
pembangunan daerah;

e. Pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan
daerah yang menjadi kewenangan daerah;

f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhad.ap implementasi
perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah.

Pasal 5

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4, Bad.an
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan
mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pembangunan
Daerah serta Kebijakan umum Anggaran/prioritas plafon
Anggaran sementara serta Perubahannya;

b. Pengkoordinasian dan singronisasi Hasil Forum perencanaan
Pembangunan Dalam Rangka sinergi antara dokumen-dokumen
Perencanaan Daerah;

c. Penyusunan Kebijakan Tehnis dan pelaksanaan penelitian dan
Pengembangan Pemerintah Daerah;

d. Pementauan, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
Pembangunan Bidang - bidang Sektoral;

e. Pengkoordinasian perencanaan program/kegiatan daerah tahunan
dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran.

Bagian Kedua
KEPALA BADAN

Pasal 6
(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok meraksanakan

pen]rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah serta
pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.
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(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Pertrmusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah;

b. Pelaksanaan Pengkoordinasian penJrusunan perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah yang meliputi perencanaan tata ruang dan lisik,
perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial
budaya dan kesejahteraan ralgrat, pemerintahan, penelitian
pengembangan.

d. Pengkoordiansian, pengendalian pelaporan pembangunan,
pengkoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan;

e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian
dan Pengembangan Daerah mempunyai uraian tugas:

a. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Mengkoordinir pen)rusunan perencanaan pembangunan

daerah meliputi perencanaan tata ruang dan fisik,
perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial
budaya dan kesejahteraan ralqrat, pemerintahan, penelitian,
pengembangan daerah;

c. Menrmuskan kebijakan tehnis dibidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku;

d. Melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi
teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang
menyangkut bidang tugasnya.

e. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada
Kepala daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

f. Merumuskan penyusunan Renstra Badan perencanaan
Pembanguan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan program
dan kegiatan di lingkungan Badan.

g. Mengorganisasikan pen5rusunan Renja Tahunan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitial dan pengembangan.

h. Mengkoordinasikan pen5rusunan Penetapan Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Daerah.

i. Mengkoordinasikan pen5rusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati, Laporan penyelengara
Pemerintah Daerah setiap akhir tahun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai wujud tertanggungiawaban
penyelenggaraan pemerintah daerah.

(3)
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r.

Mengkoordinasikan dan menJrusun kebijakan Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlakr:
sebagai dasar pelaksanaan program pembanguan di daerah.
Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Musrenbang dan
Forum satuan Keq'a Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat aarari
pembanguan.

Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan umum Anggaran
Pendapan Belanja Daerah, prioritas plapon Anggaran
sementara dan Rancangan Anggran pendapatan aan nelan3a
Daerah.

Merumuskan sasaran pen]rusunan Laporan penyelengara
Pemerintah Daerah, Laporan Xeterangan
Pertanggungiawaban Bupati dan Laporan Keteran[an
Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan Bupati sebagai
yutud pertanggungiawaban penyelenggaraan pemerintah
daerah.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama perencanaan
pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota
lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasia dan luar
negeri untuk mempercepat pembangunan daerah.
Mengkoordinasikan pelaksanaan penJrusuna.n laporan
realisasi anggaran dan catatan laporan keuangan di
lingkungan Badan sebagai pertanggungiawaban pengguna
anggaran.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian di
lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan kegi atan
Badan.

Melaporkan pelaksanaan progra.m strategis dan rencana kerja
tahunan badan secara berkala kepada Kepala Daerah sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan Badan.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7
(1) sekretariat dipimpin sekretaris mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugis dibidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengkoordinasian penJrusunan program, pengelolaan umum dan
kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Badan Perencana pembangunan, penelitian dan
Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

J.

k.

1.

n.

o.

p.

q.
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a. Pengkoordinasian penJrusunan rencana dan program kerja
pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan penJrusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang s""ara terpadu;

c. Pengkoordinasian pen)rusunan perencanaan program Badan;
d. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum dan

kepagawaian

e. Pengelolaan administrasi keuangan.
f. Pengkoordinasian penJrusunan dan penyampaian bahan

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas badan;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

h. Pelaksanaan evaluasi
kesekretariatan;

tugas pengelolaan pelayanan

i. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai d.engan bidang tugas
dan fungsinya.

(3) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (L), sekretaris Badan perencana pembanguna.n, penelitian
dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
a. Mengkoordinasikan tugas administrasi Badan perencanaan

Pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan Badan.

b. Membagi Ttrgas kepada Kepala sub Bagian sesuai dengan
tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sekretariat.

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja d.an anggaran
sekretariat sesuai rencana program dan kegiaian Badan]"

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dJam bidang
tugasnya.

e. Mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersifat
urgen kepada Kepala saaan Lsur kegiatan ueqiah; dengan
baik.

f. Mengkordinasikan penJrusunan Renstra Bad.an perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan pengembangan.

g. Mengkoordinasikan penJrusunan Renja Tahunan Badan
dengan memperhatikan sas€rran strategis organisasi.

h. Memfasilitasi pengisian blanko Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Laporan p4iak pajak priuaai
dilingkungan Badan untuk pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara.

i. Mengkoordinasikan per{rusunan penetapan Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Badanuntuk memastikan tercapainya visi, misi dan sasaran
strategis Badan.

j. Mengusulkan ,_pejabat pengadaan barang dan pejabat
penerima hasi! pekerjaan untuk kelancaian p"rrgilolrr.r,
barang/jasa di lingkungan Badan.
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k.

1.

m.

n.

o.

Mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan
pegawai.

Mengkoordinasikan sub bagian yang meraksanakan urusanumum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program
agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.
Menginventarisasi penghapusan barang sesuai prosedur danperaturan yang berlaku untuk kelancaran pergeiolaan barang
di lingkungan badan.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan sekretariat badan.
Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diperintahkan
pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal I
Sekretaris Badan perencana pembangunan, penelitian dan
Pengembangan Daerah, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi
Teknologi;

Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9
(1) sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala sub -B.agian yang mempunyai 
-tugas 

penyimpanan
perumusan kebijakan, koordinasi dibidang perencanaan program,
anggaran, evaluasi dan pelaporan.

(2| untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyllenggarakan
fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan-serta
administrasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan
kearsipan;

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan

dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan
Badan;

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian
administrasi perjalanan dinas;

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan
rapat-rapat dinas;

g. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor;
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h.

1.

P-elaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset
lainnya;

Pen5rusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana
prasarana perlengkap€Ln Kantor;

j. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan Kantor;

k. Pen5rusunan bahan penataan kelembagaan
ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Bad.an;

1. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

m. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian;-

dan

dan

dan

n. Pen5rusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan
mutasi pegawai;

o. Pen5rusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian
yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiri, k..t.,
pegawai, kartu istrilkartu suami, tabungan asuransipensiun, asuransi kesehatan dan penghirgaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;

p. Pen5rusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta
ujian dinas;

q. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan
karier serta disiplin pegawai;

r. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun
dan cuti pegawai;

s. Pengkoordinasian pen5rusunan administrasi Sasaran Kinerja
Pegawai, Daftar urut Kepangkatan, sumpah/ianji pegawai;

t. Pelaksanaan evaluasi dan peraporan pelaksanaan tugas;
u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
v. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan
unit kerja lain di lingkungan Badan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas:

a. Melakukan urusan perlengkapan dan perawatan kantor
Badan;

b. Melakukan urusan rumah tangga (barang inventaris,
kendaraan dinas, kebersihan, barang habis pakai, gudang,
keamanan, pengadaan barang dan urusan rumah-tangga
lainnya);

c. Melakukan urusan surat menyurat (mengarahkan surat
masuk, mencatat surat dalam buku/kartu kendali, menerima
dan mendis'nbusilmengirim surat dan menyimpan arsip
surat dalam file);
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Menyiapkan surat tugas, surat perintah perjaranan dinas,peg3:vai pegawai dan menyelenggarakan t.rt,, kendalaiperjalanan dinas;
Mengurus hak-hak yang berhubungan dengan mutasi
pegawai, karis, karsu dan lain sebagainya;
Men]rusun rencana kebutuhan tenaga pegawai Badan
Perencanaan Pemban gunan;

Membuat data nominasi kepegawaian Badan perencanaan
Pembangunan;

Mengurus pensiun pegawai;

Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan,
kursus, latihan prajabatan dan peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan cuti, izin,
instruksi dan lain-lain bagi pegawai;

Melaksanakan tugas -1'i" yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 1O

(1) sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagianyang mempunyai tugas pokok merencanakan,- melaksan"f"rr,
mengevaluasi 9*, melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
administrasi {T pertanggungiawaban pengelolaan- ke"uanganserta membimbing dan membina bendaharawan
pengeluaran /gaji, bendahara penerima Badan perencanaan
Pembangu raat1, penelitian dan pengembangan;

t2| untuk melak-sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : "

a. Pen5rusunan rencana dan program kerja operasional kegiatanpengelolaan administrasi dan pertanggungiariaban
pengelolaan Keuangan Badan perencanaan eeLuingun€rn,
Penelitian dan pengembangan;

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan Badan perencairaan pembang,.,.rrr,
Penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran
pendapatan dan belanja;

d. Pelaksanaan penJrusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai neieri sipil;

e. Perencanaan operasionar kegiatan penJrusunan rencana dan
progra.m administrasi pengelolaan keuangan;

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja Badan perincanaan pembanfilnan,
Penelitian dan pengembangan;

d.

e.

ob'

h.

i.

J.

k.
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g. Pelaksanaan pembinaan ad.ministrasi keuangan dan
penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi-anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan peren&.naan
Pembangunan, penelitian dan pengembangan;

h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloraan anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan- Badan perencl.naan
Pembangunan, penelitian dan pengembangan;

i. Pelaksanaan pen]rusunan rencana penyediaan fasilitas
pendukung pelaksaarl tugas pengelolan t..ru"rrgar;

j. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan pen)rusunan
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan
Perencanaan Pembangunan, peneritian dan pengembangan;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
1. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya;

m. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Badan perencanaan remuangunan,
Penelitian dan Pengembangan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan, peneritian dan pengembangan;

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk pen)rusunan rencana
bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan sub Bagian
Keuangan;

c. Menyiapkan bahan-bahan untuk pen]rusunan anggaran,
analisis anggaran, pembukuan, perbendah*""ri- dan
verifikasi;

d. Melaksanakan pengelolaan rutin Badan perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan pengembangan;

e. Melakukan pengelolaan pembayaran gqii pegawai Badan
Perencanaan Pembangunan, peneritian dan pengembangan;

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan tata usaha keuangandan bendaharawan di lingkungan Badan perencanaan
Pembangurl€Ln, Penelitian dan pengembangan;

g. Menyusun_ laporan mengenai pelaksanaan anggararl berupa
laporan tahunan atau laporan periode lainnya;

h. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan mengenai
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan biiang
tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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suB BAGTAN pRoc*iflf;ff1^i3or,, pELApoRAN DAN
INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 1 1

(1) sub Bagian Program, Evaruasi, pelaporan dan InformasiTeknologi mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksan"F?r, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas, pelaksanaan pengkoordinasian pen)rusunan rencana
program dan mengelola informasi teknologi.

t2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat(1L Kepal1 sub Bagian program, Evaruasi, pelaptran dan
Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan renca.na dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penjrusunan rencana dan
program kerja Badan perencanaan pembangunan, penelitian
dan Pengembangan;

b. Pen5rusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatandan program kerja Badan perencanaan pembangunan,
Penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksanaan pen5rusunan Rencana strategis Badan
Perencanaan pembangunan, penelitian dan Rengembangan;

d. Pelaksanaan pen]rusunan ranca.ngan peraturan perundang-
undangan penunjang pelaksanaan tugas;

e. Pen5rusunan laporan Badan perencanaan pembangunan
Daerah dan mengenai peraksanaan tugas yang dilakukanoleh satuanlpimpinan kegiatan di tingt ,rrr["r, Badan
Perencanaan pembangunan, penelitian dan nengembangan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
lingkungan Badan perencanaan pembangutaarl, penlHtian
dan Pengembangan;

g. Pelaksanaan dan Pengelolaan Informasi Teknologi Informasi
di lingkungan Badan perencanaan pembangunari, penelitian
dan Pengembangan;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program
kerja dengan sub unit keda lain lingkungan ^ 

Badan
Perencanaan pembangunan, penelitian dan r"rrg"*uangan.

(3) untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2l', Kepala sub Bagian program, Evaruasi, pehpdran dan
Informasi Teknologi mempunyai uraian tugas :

a. Mempersiapkan secara administrasi penJrusuna.n rencanaprogram dan kegiatan tahunan Badan perencanaan
Pembangunan, penelitian dan pengembangan;

b. Mengumpulkan data berupa raporan mengenai pelaksanaan
tugas di lingkungan Badan perencanaan pembangunan,
Penelitian dan pengembangan;

c. MenSrusun data pelaksanaan tugas dan kegiatan
dilingkungan Badan perencanaan rembangunan, penelitian
dan Pengembangan;
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d.

e.

c,b'

h.

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program
I"tj* dengan sub unit' te4a rain ringkungan Badan
Perencanaan Pembangunan, perieritian a"" p?"g.mbangan;
Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasandan penJrusunan perencanaan anggaran
(menyusun / membuat Renstra) ;

Menyusun dan mempersiapkan rencana anggaran berbasis
teknologi informasi peningkatan layanan teknologi informasiBadan Perencanaan pembangunan, penelitian dan
Pengembangan;

Melakukan koordinasi dengan bidang
menyediakan layanan teknologi informasi
memenuhi kebutuhan Badan perencanaan
Penelitian dan Pengembangan;

dalam rangka
yang mampu
Pembangunan,

Melakukan sinkronisasi Aplikasi Rencana strategis, Rencana
Keda Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Ang[aran Badan
Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pen{embangan;

Menghimpun dan mengolah data dan bahan-bahan untukpenJrusunan anggaran serta melakukan dokumentasiperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan
bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN

INFRASTRUKTUR

Pasal 12

(1) Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpinoleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas 'pokok
perumusan kebijakan, dan *etrtuanakan
koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

(21 untuk melaksan"F* tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam dan
Infrastruktur, menyelenggarakan fungsi :

a- Perumusan kebijakan teknis, program dan perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi, sumber day; alam dan
infrastruktur;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penJrusunan rencana
kerja pembangunan daerah dibidang *kot b*i, sumber daya
alam dan infrastruktur;

c. Penginventarisasi permasalahan pembangunan dibidang
ekonomi, sumber daya alam dan infrastr-uktur danpembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaksanaan tugas;

1.
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d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyeren #araanpengkajian serta pengolahan d.ata dan informasi perenlanaan
pembangunan Bidang Ekonomi;

e. Penyiapan bahan pemantar€rn, evaruasi dan pelaporan
pelaksanaan pengendalian inflasi daerah;

f. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;

g. !9?skqiian program Kerja Bidang berdasarkan Rencana Kerja
Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam dan Infrastruktur; J

Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program
{.rj" dengan sekretariat, Bidang yang iain dan Instansi/unit
Kerja terkait;
Pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan progam
kerja Bidang dan sub Bidang Jesuai deigan tugas *r.rIrg-
masing;

h.

i.

j. Pengumpulan. dan pengorahan data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan permasalahan serta
merumuskan pemecahan permasalahin yang berhubungan
dengan tugas-tugas perencanaan pembangunan Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

k. PenJnapan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal
dan satuan kerja perangkat d.aerah;

l. Pengawasan pelaksanaan T\rgas pokok dan
m. Pelaksanaan evaluasi Rencana Keq'a dan

Satuan Kerja Bidang;

n. Penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja;
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
p. Pelaksanaan koordinasi/ke{asama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidlng

perencanaan pembangunan perekonomian, sumber Daya
Alam dan infraslruktur.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2!,, Kepala Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam dan
Infrastruktur mempunyai uraian tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis, program dan perencanaan

pembangunan di bidang ekonomi, sumber da# alam dan
infrastruktur;

b. Mengkoordinir pelaksanlan dan penJrusunan rencana kerja
pembangunan daerah di bidang elionomi, sumber daya alam
dan infrastruktur;

c. Menginventarisasi permasalahan pembangunan di bidangekonomi, sumber daya alam aan infrastruktur danpembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi danpelaksanaan tugas dan pembinaan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinir penyiapan bahan penrmusan kebijakan dan
penyelenggaraan pengkqiian serta pengolahan data daninformasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi,
sumber daya alam dan infrastruktur;

Fungsi Bidang;

Rencana Anggaran
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e.

f.

ob'

h.

Mengumpulkan bahan dan data, mengevaluasi dan
menjrusun pelaporan untuk pengendalian inflasi daerah;
Mempelqiari dan memahami terhadap peraturan perundang-
Undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang
pelaksanaan tugas;

Mengkaji program Kerja Bidang berdasarkan Rencana Kerja
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur;
Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program
Kerja dengan sekretariat, Bidang yang lain dan Instansi/unit
Kerja terkait;

Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan dan progam
kerja Bidang dan Sub Bidang sesuai dengan tugas masing-
masing;

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan permasalahan serta
merumuskan pemecahan permasalahan yang berhubungan
dengan tugas-tugas Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal
dan satuan kerja perangkat daerah;

Menghimpuo, mengklasifikasi dan menyusun data statistik
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
Pengkajian serta perumusan sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam dan Infrastruktur;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan perr-rmusan
sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan bidang
ekonomi, Sumber Daya Alam dan infrastruktur;
Mengkoordinir penyiapan, mer{rusun konseplnaskah dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Melaksanakan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Bidang;

Menilai terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang
perencanaan pembangunan perekonomian;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang dan tugasnya;

J.

1.

p.

q.

t.

s.

k.

t.

n.

o.

Pasal 13

Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam dan Infrastruktur,
membawahkan :

1. sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, pariwisata, pemuda
dan Olahraga;

2. sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi sumber Daya
Mineral, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
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(1)

3. sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan Ruang, pertanahan,
Perumahan Ralryat dan Kawasan pemukiman, pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

Paragraf 1
SUB BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA

KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL,
KEBUDAYAAN,PAzuWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 14

sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, pariwisata, pemuda
dan olahraga dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, mengkoordinasikan serta mengeoaluasi
pelaksanaan penjrusunan rencana pembangunan perdagangan,
perindustrian, koperasi, usaha Kecil Menengah,- pen".ra*an
modal, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan orahraga,serta
membuat laporan secara berkala;

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bidang perdagangan, perindustiian,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, penanaman Modal,
Kebudayaan, Pariwisata, pemuda
menyelenggarakan fungsi :

dan Olahraga

a. PenJrusunan rencana pelaksanaan program perencanaan
pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian,
koperasi, Usaha Kecil Menengah, penanaman modal,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

b. Pengumpulan data perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha
Kecil Menengah, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olahraga;

c. Pelaksanaan analisis urutan prioritas perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian,
koperasi, usaha Kecil Menengahr peo&rra.man modal,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

d. Pen5rusunan rekap perencanaan pembangunan d.an
melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan
(lingkungan hidup) di bidang perdagangan, perindustrian,
koperasi, Usaha Kecil Menengah, penanaman modal,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

e. Pen5rusunan dan analisis data harga pasar untuk
pelaksanaan pengendalian inflasi daerah;

f. PenSrusunan rumusan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usahJKecil
Menengah, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olahraga;

g. Pemahaman terhadap Peraturan perundang-Undangan dan
ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;

(2)
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h' Pengkqiian program Kerja sub Bidang perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil tvrenenlah, peninaln€Ln
Modal, Kebudayaan, pariwisata, pemuda- dan orahraga
berdasarkan program Kerja Bidang dan Rencana Kerja
Badan;

i- Pelaksanaan evaluasi *prggram Kerja dalam lingkup subBidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi, usaha KecilMenengah, penanaman Modar, Kebud.ayaan, pariwisata,
Pemuda dan Olahraga;

j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian program Kerja dengan
Sub Bidang yang lain dan Instansi/unit Kerja terkait;

k. Pemahaman- terhadap peraturan perundang-undangan,
Kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis ierta bahan_
bahan lailnyl yang berhubungan dengan penyelenggaraan
tugas s_ub. Bidang perdagangan, perindustrian, K6lerasi,usaha Kecil Menengah, penanama, Modal, Kebudayaan,
Pariwisata, pemuda dan Olahraga;

1. Pengumpulan dan pengorahan data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan serta merumuskan
pemecahan perunasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas s_ub Bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi,
usaha Kecil Menengah, penanaman Modal, Kebudlyaan,
Pariwisata, pemuda dan Olahraga;

m. Pelaksanaan koordinasi instansi vertikal d.engan perangkat
daerah khususnya yang berkaitan dengan perlncanaan
Pembangunan sektor perdagangan, perindlstrian, Koperasi,
usaha Kecil Menengah, penanaman Modal, Kebudayaan,
Pariwisata, pemuda dan Olahraga;

n. Pen5rusunan dan perumusan kebijakan pengembangan sistem
perencanaan pembangunan sub Bidang perdagangan,
Perindustfan, Koperasi, usaha Kecil Menengah, peninaman
Modal, Kebudayaan, pariwisata, pemuda aanburrraga;

o. Perumusan analisis kebijakan perencanaan pembangunan
Perdagangan, perindustrian, Koperasi, ilsaha Kecir
Menengah, penanaman Modar, Kebudayaan, pariwisata,
Pemuda dan olahraga, serta menyiapkan perumusan
kebijakan dan peneraparlnya di daerah;

p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat {2),, Kepala sub Bidang perdagangan, perindustriarr,

Koperasi, usaha Kecil Menengah, penanaman Modal,
Kebudayaan, Pariwisata, pemud.a dan olahraga,mempunyai
uraian tugas:

a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan
pembangunan lingkup perdag€Lngan, perindustri"rr, koperasi,
usaha Kecil Menengah, penanarnan modal, ketudlyaan,
pariwisata, pemuda dan olahraga;
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b. Menyiapkan bahan penJrusunan kajian kebijakan ringkup
perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha Klcil Menerigah,
penarlaman modal, kebudayaan, pariwisata, pemud.* dr.r,
olahraga;

c. Menyiapkan _fahan penyusunan rencana prograrn
pembangunan lingkup pertanian, kehutanan, pertambaigan
dan energi;

d. Menyiapkan bahan koordiinasi, integras, sinkronisasi dan
mensinergikan rencana program pembangunan lingkup
pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi ;

e. Mengumpulkan data harga pasar, melaporkan dan
menganalisis untuk pelaksanaan pengendalian inflasi daerah.

f. Mengumpul data perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan pertanian, ketahanan

ob'

h.

kehewanan/peternakan, perikanan, perkebunan
kehutanan;

pangan
dan

Melaksanakan analisis urutan prioritas perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian ketahanan pangan,
kehewan a't/ peterna.kan, perikanan, perkebunan ?rr,
kehutanan;

Menyusun rekap perencanaan pembangunan dan
melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan
(lingkungan hidup) dibidang pertanian, ketahanarl pangan,
kehewanan/peternakan, perikanan, perkebunan, d;
kehutanan; pertambangan dan eneryi ;

Men5rusun rumusan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di bidang Pertanian, Kehutanan, pertambangan dan Enelgi;
Mempelajari dan memahami terhadap peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya untuk menunja:ig
pelaksanaan tugas;

Mengkaji program Kerja sub Bidang pertanian, Kehutanan,
Pertambangan dan Energi berdasarkan program Kerja Bidang
dan Rencana Kerja Badan;
Melaksanakan evaluasi program Kerja dalam lingkup
sub Bidang Pertanian, Kehutanan, pertambangan dan Enirgi;
Melaksanakan dan mengkoordinasikan program Kerja dengan
Sub Bidang yang lain dan Instansi/Unit Kerja terkaii;
Melaksanakan koordinasi instansi vertikal dengan perangkat
daerah khususnya yang berkaitan dengan 

- perencariaan
Pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan, pertambangan
dan Energi;

Menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan
Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, serta
menyiapkan perumusan kebijakan dan penerapannya di
daerah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

J.

m.

n.

o.

p.

q.
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(1)

{21

Paragraf2
SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, ESDM,

PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Pasal 15

sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya
Mineral, Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan serta
mengevaluasi pelaksanaan penJrusunan rencana pembangunan
lingkungan hidup, kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral,
pertanian, pangan dan perikanan,serta membuat laporan secara
berkala;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),Kepala sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi
Sumber Daya Mineral, Pertanian, pangan dan perikanan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penginventarisasian potensi dan permasalahan lingkungan
hidup, kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, pertanian,
pangan dan perikanan;

b. Peningkatan pengetahuan terhadap Peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang
pelaksanaan tugas;

c. Pengkajian program Kerja Sub Bidang Lingkungan Hidup,
Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, pertanian, pangan
dan Perikanan berdasarkan Program Kerja Bidang dan
Rencana Ke{a Badan;

d. Pelaksanaan pengendalian Program Kerja dalam lingkup sub
Bidang;

e. Pelaksanaan koordinasi Program Kerja dengan sub Bidang
yang lain dan Instansi/Unit Kerja terkait;

f. Peningkatan Pengetahuan tentang peraturan perund.ang-
Undangan, Kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup,
Kehutanan, Energi sumber Daya Mineral, pertanian, pangan
dan Perikanan;

g. Pengolahan data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas sub
Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya
Mineral, Pertanian, Pangan dan perikanan;

h. Pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dengan perangkat
daerah khususnya yang berkaitan dengan perencanaan
Pembangunan sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi
Sumber Daya Mineral, Pertanian, pangan dan perikanan;

i. Perumusan serta mengkoordinasikan kebijakan informasi
pengembangan Sistem Perencanaan pembangunan Sub
Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanall, Energi Sumber Daya
Mineral, Pertanian, Pangan dan perikanan;
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j. Penyusunan analisis kebijakan perencanaan pembangunan
Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi sumber Daya Mineral,
Pertanian, Pangan dan perikanan secara sektoral, danwilayah serta menyiapkan perumusan kebijakan dan
penerapannya di daerah;

k. Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Sub Bidang;

1. Membantu kepala Bidang dalam menJrusun laporan secara
berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral,
Pertanian, Pangan dan perikanan;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan,
Energi sumber Daya Minerar, pertanian, pangan dan perikanan
mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan
lingkungan hidup, kehutanan, Energi sumber b*ya Mineral,
pertanian, pangan dan perikanan;

b. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan
dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaks"rrlrn tugas;

c. Mengkaji program Kerja sub Bidang Lingkungan Hidup,
Kehutanan, Energi sumber Daya Mineial, pertanlan, pangan
dan Perikanan berdasarkan program Kerja Bidang aan
Rencana Kerja Badan;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program Kerja dalam
lingkup Sub Bidang;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi program Kerja
dengan sub Bidang yang rain dan Instansi/unit Kela terkaii;

f. Menghimpun dan mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan
dengan tugas-tugas sub Bidang Lingkungan Hidup,
Kehutanan, Energi sumber Daya Mineral, pertaiian, pangan
dan Perik€Lnan;

g' Menyiapkan bahan Pelaksanaan koordinasi instansi vertikal
dengan perangkat daerah khususnya yang berkaitan dengan
Perencanaan pembangunan sektor Lingkungan Hidup,
Kehutanan, Energi sumber Daya Mineral, pertariian, pangan
dan Perik€rnan;

h. Menyiapkan rumus€Ln serta mengkoordinasikan kebijakan
informasi pengembangan sistem perencanaan pembangunan
sub Bidang 

-Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi simber
Daya Mineral, Pertanian, pangan dan perikanan;

i' Menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan
Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi sumber Daya Mi-neral,
Pertanian, Pangan dan perikanan secara Sekioral, danwilayah serta menyiapkan perumusan kebijakan dan
penerapannya di daerah;
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J.

k.

Melaksanakan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Sub Bidang;

Y"p!""tu kepala Bidang dalam menjrusun laporan secaraberkala terhadap pelaksanaan t<egiatan Sub nidang
Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Minerai]
Pertanian, Pangan dan perikanan;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

PERTANAHAN, PERUMAHAN RAI(YAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal 16

(1) subBidang Pekerjaan umum dan penataan Ruang, pertanahan,
Perumahan Rakyat dan Kawasan permukimarr, Femberdayaan
Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, mengkoordinasikan serta mengeualuasi
pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang
Pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan
ralgrat, kawasan permukiman dan pemberdayaan masyarakat
dan desa,serta membuat laporan secaia berkala;

{21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala subBidang pekerjaan umum dan penaiaan Rr"rrg,
Pertanahan, Perumahan Ra\yat dan Kawasan permukiman,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan perencanaan teknis dan program kegiatan
pekerjaan umum, penataan ruang, pertanah"rr, p"*riahan
ralcyat, kawasan permukiman dan pemberdayaan irasyarakat
dan desa;

b. Pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana
pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dan
infrastruktur sektor pekerjaan umum, penataan ruang,
pertanahan, perumahan ralqrat, kawasan permukiman dan
pemberdayaan masyarakat dan desa' yans disusun oleh
Dinas/Badanlunit satuan kerja di lingkunsat, pemerintah
Kabupaten;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang fisik serta
merumuskan langkah - langkah kebij aksanaan pemicahannya;

d. Penlrusunan program tahunan di bidang pekerjaan umum
dan Penataan Ruang, pertanahan, perumahan Ralryat dan
Kawasan Permukiman, pemberdayaan Masyarakat dan Desa
atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah
Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan
Nasional;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;
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f. Pelaksanaan koordinasi/ke{asama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/rem6agl atau pihak ketiga di uio".rgPekerjaan umum dan penataan Ruang, pertanahan,
Perumahan Ratryat dan Kawasan permukiman,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana d.imaksud padaayat (2), Kepala Pekerjaan umum dan penataan Rru.rg,Pertanahan, perrrmahan Ralryat dan Kawasan permukiman,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

a. Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program
pekerjaan umum, penataan ruang, pertanah"*, p"r,r*"fr"r,
ralqrat, kawasan permukiman dan pemberday"rr, *""yr.rakat
dan desa;

b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana
pe-mbangunan dan pengembangan *.rL" prasarana daninfrastruktur sektor pekerjaan- umum, penataan ruang,
pertanahan, perumahan rar<1rat, kawasan permukiman danpemberda{aan masyarakat dan desa yang disusun olehDinas/Badan/unit satuan Kerja di lingku;1gan pemeritah
Kabupaten;

c. Menginventarisasi permasalahan dibidang fisik serta
merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

d. Mengkoordinasikan penJrusunan program tahunan di bidang
pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan
ralgrat, kawasan permukiman dan pemberday".r, *"*yarakatdan desa_ atau kegiatan-kegiatan- yang diusulka* t"p.a"
pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam proir.*
tahunan Nasional;

e. PenSrusunan program kegiatan perencanaan pekerjaan
umum dan Penataan Ruang, pertanahan, perumahan na"kyat
dan Kawasan permukiman, pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dibidang fisikserta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan
pemecahannya;

g. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerjalinstansi/lembaga atau pihak ketiga dibidlng
Sarana dan Prasarana;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
baik diminta maupun tidak diminta *"rrg"r"i segala sesuatu
yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B I DAN G,,*BX1ifr Lftiiilft o* u * IA DAN
MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin olehseorang Kep{a Bidang yang mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan kegiatan perencan*.r, p"*bangrlnan sektor
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kesehatan, pengen dalian penduduk dan keruarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perrindungan anak, pendidikan,pemuda dan olahraga, tenaga !.rj1 per[ustakaan, kearsipan,kesejahteraErn sosial, komunika-si' informasi, kebudayaan,
ketentraman dan ketertiban umum, perlindungrr, *""yaiat<at,administrasi kependudukan dan pencatatan sipii, danpersandian;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang pembangunan Manusia d.an Masyarakat
menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan sektor
kesehatan, pengendalian penduduk dln kelutga berencana,pemberdayaan perempuan dan perrinduigan anak,pendidikan, pemuda da.n olahraga, tenaga kerja,perpustakaan, kearsipan, kesejahteraan sosial, liomunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban umum,perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan dengan Rencana pembangun'an Jangka
Menengah Daerah, Rencana strategis satuan Kerja peranglat
Daerah dan dokumen perencanaan lainnya pada 

""kto,kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlinduigan anak,pendidikan, pemuda dan orahraga, tenaga kerja,perpustakl.r, kearsipan, kesejahteraan sosial, liomunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban umum,perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;

c. Penelaaha, kelayakan dan kesesuaian usulan program,
kegiatan dan belanja prioritas dengan indikator t ir"rj, *?t to,
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga biencana,pemberdayaan perempuan dan perlinduigan anak,pendidikan, pemuda dan orahraga, teniga kerja,
perpustakaan, kearsipan, kesejahteraan sosial, liomunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;

d. Penganalisaan permasarahan dan solusi dibidang
perencanaan sektor kesehatan, pengendalian penduduk dankeluarga berencana, pembeid.yu.r.r, perempuan danperlindungan anak, pendidikdo, pemuda dan olahraga,
tenaga kerja, perpustakaan, kearsipin, kesejahteraan *o"i-"t,komunikasi informasi, kebudayaan, ketentraman &
ketertiban lrmum, perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan dan pencatatanlipil, dan persandian;

e. Penyelenggaraan koordinasi program
Kemiskinan Daerah ;

Penanggulangan

f. Penyelenggaraan koordinasi program Kabupaten Layak Anak ;
g. Penyelenggaraan koordinasi program Sanitasi;
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h. Penyelenggaraan monitoring rearisasi rencana pembangunan
pada sektor kesehatan, pengendarian penduduk d., keiuarga
berencan", 

-.g9*berdayaan_ perempuan dan perrindungananak, pendidikan, pemuda dan orahraga, tenaga k.-rjr,perpustaF"pq, kearsipan, kesejahteraan sosiar, koLunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban umum,perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan
kerja terkait untuk kelancaran tugasnya;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Kepala sub
Bidang pada Bidang pembangunan Manusiidan Masyarakat;

k- Pengendalian kegiatan -dan program kerja pada Bidang
Pembangunan Manusia dan tVtasyaiakat;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibiding
perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala. Bidang pembangurran Manusia dan Masyarakat
mempunyai uraian tugas :

a. Mengkoordinasikan pen]rusunan perencanaan pembangunan
sektor kesehatan, pengendalian penduduk d"r, keiuarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perrindungan
anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, tenaga k"d",
perpustakaan, kearsipan, kesejahteraan Josial, koimunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman ketertiban umum
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;

b- Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan dengan Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana strategis satuan r"rj" perangkat
Daerah dan dokumen perencanaan lainnya iada sektor
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlinduigan anak,pendidikan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja,
perpustakaan, kearsipan, kesejahteraan sosial, liomunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman ketertiban umum
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;

c. Menyelenggarakan peneraahan kelayakan dan kesesuaian
usulan program, kegiatan dan uetania prioritas dengan
indikator kineda untuk sektor kesetiatan, pengendalianpenduduk dan keruarga berencana, pimbirdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pemuaa aanolahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan,
kesejahteraan sosial, komunikasi 

-informasi, 
kebudayaan,

ketentraman dan ketertiban umum, perlindrrg*
masyarakat, administrasi kependudukan darr pencatatan
sipil, dan persandian;
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d. Menganalisa permasalahan dan memberi saran solusidibidang perencanaan sektor kesehatan, pengendalian
penduduk 

- 
dan keluarga berencana, pimblrdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pemudi danolahraga, tenaga ke{a, perpustakaatt, kearsipan,
kesejahteraan sosial, komunikasi informasi, kebudayaan,ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan darr pencatian
sipil, dan persandian;

e. Menyelenggarakan koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
Menyelenggarakan koordinasi program Kabupaten Layak
Anak;

Menyelenggarakan koordinasi program Sanitasi;
Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi realisasi
pelaksanaan rencant pembangunan pada sektor kesehatan,pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perhnlungan anak,pendidikan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja,
perpustakaan, kearsipan, kesejahteraart sosial, liomunikasi
informasi, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dan persandian;
Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja dan atau
satuan kerja terkait untuk kelancaran tugasnya;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kepala subBidang pada Bidang pembangungan Manusia dan
Masyarakat;

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyaraklt;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

Melaksanakan penegakan disiplin pegawai Negeri sipil sesuai
kewenangan;

n. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibiding
perenca-naan pembangunan manusia dan masyaritat.

Pasal 18

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan :

1. sub Bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

2. sub Bidang pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
Perpustakaan dan Kearsipan;

3. sub Bidang sosial, Kominfo, Trantibun Linmas, Adminduk capil
dan Persandian;

program Rencana

f.

ob.

h.

i.

J.

k.
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SUB BIDANG KESEHATA-:ffif;ffiII,OU''O* PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 19

(1) sub Bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang *"mpunyai tugas
pokok mempersiapkan, mengumpulkan a.r, *.rrgolarr jata-data
dan bahan-bahan dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan sektor Kesehatan, pengendalian penduduk DanKeluarga Berencana, pemberd"yaan perempuan Dan
Perlindungan Anak.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bidang Kesehatan, pengendalian pendudut danKeluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a- Pengumpulan data-data dan dokumen perencana€Ln yang

terkait dengan sektor kesehatan, pengendrri.r, penduduk dankeluarga berencana, pemberd"y"", perempuan dan
perlindungan anak;

b. Pelaksanaan sinkronisasi data-data dan dokumen
perencanaan dengan usulan program dan kegiatan sektor
kesehatan, pengendalian penduduk dan kelu*J" berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungrr, 

"rr"k;c. Pelaksanaan penelaahan kelayakan dan kesesuaian antarausulan program, kegiatan dan pembiayaannya dengan
indikator-kinerja padl perencanaan pembangunan sektor
kesehatan, pengendalian penduduk da* keluargl berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindunga, 

"rr.k;d. Penginventarisasian permasalahan dan saran solusi
pemecahan masalah pada sektor kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pimblrdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Kerja perangkat
Daerah terkait dengan perencana€Ln sektoi kesehatan,pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f. Pelaksanaan_ monitoring realisasi rencana pembangunan
sektor kesehatan, pengendarian penduduk b"r, keiuarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

g. Pelaksanaan kegiatan koordinasi program sanitasi;
h. Pelaksanaan kegiatan koord.inasi program Kabupaten Layak

Anak;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

j. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di sektor
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarta berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindung"r, urrik;
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala sub Bidang Kesehatan, eengendalian penduauk
dan Keluarga Berencana, pemberd ayaan perempuan danPerlindungan Anak mempunyai uraian tugas:
a. Mengumpulkan data-data dan dokumen perencanaan yang

terkait dengan sektor kesehatan, pengendal-ian p"rarJuk dankeluarga berencana, pemberd*yr.an perempuan dan
perlindungan anak;

b. Melaksanakan sinkronisasi data-data dan dokumen
perencana€Ln dengan usulan program dan kegiatan sektor
kesehatan, pengendalian penduduk dan kelu*J. berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindung"r, 

"rr"k;c. Melaksanakan penelaahan kelayakan dan kesesuaian antarausulan p-rggram, kegiatan dan pembiayaannya dengan
indikator kineda pada perencanaan pembangunan sektor
kesehatan, pengendalian penduduk dan- keluar{a berencana,
pemberd ay aarr perempuan dan perlindung*r rr.k;

d. Menginventarisasi permasalahan dan saran solusi pemecahan
masalah pada sektor kesehatan, pengendalian penduduk dankeluarga berencana, pemberdayaan peremplran dan
perlindungan anak;

e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan Kerja perangkat
Daerah terkait dengan perencanaan sektoi kesehaltan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungr' urrat ;

f . Melaksanakan monitoring realisasi rencana pembangunan
sektor kesehatan, pengendarian penduduk d"r, keLarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

g. Melaksanakan kegiatan koordinasi program sanitasi;
h. Melaksanakan kegiatan koordinasi program Kabupaten Layak

Anak;

i. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub Bidang
Kesehatan, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak;

j. Menegakkan disiplin pegawai Negeri sipil sesuai dengan
kewenangan;

k. Melaksanal<an tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

1. Melaksan4S" koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit keda/instansi/lembaga atau pihak ketiga diselitor
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluar{a berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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Paragral 2
SUB BIDANG PENDIDIKAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pasal 2O

(1) sub Bidang Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala subBidang yang mempunyai tugai pokok *.tp.i*iapkan,
mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan dd**rangka penJrusunan perencanaan pembangunan sektor
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga xerja, perpustakaan dan
Kearsipan;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bidang pendidikan, Transmigrasi dan i"""g" xerja,
Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan data-data dan dokumen perencanaan yang
terkait dengan sektor pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;

b. Pelaksanaan sinkronisasi data-data dan dokumen
perencanaan dengan usulan program dan kegiatan sektor
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, perpustakaan
dan Kearsipan;

c. Pelaksanaan penelaahan kelayakan dan kesesuaian antara
usulan pflgram, kegiatan dan pembiayaannya dengan
indikator-kinerja padi perencanaan pembangunan sektor
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Ferpustakaan
dan Kearsipan;

d. Penginventarisasian permasalahan dan saran solusi
pemecahan masalah pada sektor pendidikan, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, perpustakaan dan Kearsipan; s

e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Kerja perangkat
Daerah terkait dengan perencanaan sektoi pendidilan,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja, perpustakaan dan Kearsipan;

f. Pelaksanaan monitoring realisasi rencana
sektor Pendidikan, Transmigrasi dan
Perpustakaan dan Kearsipan;_

pembangunan
Tenaga Kerja,

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga disektor
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Ferpustakaan
dan Kearsipan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala,sub Bidang pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai ,*]'*irn tugas:
a. Mengumpulkan data-data dan dukumen perencanaan yang

terkait dengan sektor pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;

b. Melaksanakan sinkronisasi data-data dan dokumen
perencanaan dengan usulan program dan kegiatan sektor
Pendidikan, Transmigrasi dan ?enaga Kerja, Ferpustakaan
dan Kearsipan;
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c' Melaksanakan penelaahan kelayakan dan kesesuai an antarausulan p_rogram, kegiatan dan pembiaya€Lnnya dengan
indikator kinerja pada perencanaan pembangrinan sektor
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Ferpustakaan
dan Kearsipan;

d. Menginventarisasi permasalahan dan saran solusi pemecahan
masalah pada sektor pendidikan, Transmigrasi dian Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;

e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan Kerja perangkat
Daerah. terkait dengan perencanaan sektor pendidifan,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja, perpustakaan dan Kearsipanj

f. Melaksanakan monitoring realisasi rencana pembangunan
sektor Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga kerja,
Perpustakaan dan Kearsipan;

g. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub Bidang
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, perpustakaan
dan Kearsipan;

h. Menegakkan disiplin pegawai Negeri sipil sesuai dengan
kewenangan;

i. Melaksan4r, tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

j. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di sektor
Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, perpustakaan
dan Kearsipan;

Paragraf S
SUB BIDANG SOSIAL, KOMONIKASI INFORMATIKA, TRANTIBBUN

LINDUNGAN MASYARAKAT, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN PERSANDIAN

Pasal 2 1

(1) sub Bidang sosial, Kominfo, Trantibbun Linmas, Ad.minduk capildan Persandian dipimpin oleh Kepala sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok mempersiapkan, mengumpulki"n dan
mengolah data-data dan bahan-bahan a*am rangkapenjrusunan perencanaan pembangunan sektor sosial,Komonikasi informasi, Trantibum Lindurrgan Masyarakat,
Administrasi Kependudukan catatan sipil dan persandian.

(21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala sub Bidang sosial, Komonikasi informasi,
Trantibum Ljndungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan
catatan sipil dan persandianmenyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan data-data dan dokumen perencanaan yangterkait dengan sektor sosial, Komonikasi informasi,Trantibum Lindungan Masyarakat, Administrasi
Kependudukan Catatan Sipil dan persandian;

b. Pelaksanaan sinkronisasi data-data dan dokumen
perencanaan dengan usulan program dan kegiatan sektorsosial, Komonikasi informasi, Trantibum Lindungan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan Sipil dan
Persandian;
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c. Pelaksanaan penelaahan kelayakan dan kesesuaian alrtarausulan program, kegiatan dan pembiayaannya dengan
indikator 

-kinerja pada perencanaan pembangunan sektorsosial, Komonikasi informasi, Trantibum - Lindungan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil dan
Persandian;

d. Penginventarisasian permasalahan dan saran solusi
pemecahan masalah pada sektor sosial, Komonikasi
informasi, Trantibum Lindungan Masyarakat, Administrasi
Kependudukan Catatan Sipil dan persandian;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Kerja perangkat
Daerah terkait dengan perencana€rn sektor sosial,
Komonikasi informasi, Trantibum Lindungan Masyarakat,
Administrasi Kependudukan catatan sipil daln persrrrii.rr;

f. Pelaksanaan monitoring realisasi rencana pembangunan
sektor sosial, Komonikasi informasi, Trantibum Lindingan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil dan
Persandian;

g. Pelaksanaan kegiatan koordinasi program penanggulangan
Kemiskinan Daerah;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasarna dan kemitraan denganunit kerja/instansi/rembaga atau pihak ketiga disektorsosial, Komonikasi informasi, Trantibum- Lindungan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil dan
Persandian.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bidang sosial, Komonikasi informasi,
Trantibum Lindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan
catatan sipil dan persandian mempunyai uraian tugas:
a. Mengumpulkan data-data dan dokumen perencanaan yangterkait dengan sektor Sosial, Komonikasi informasi,Trantibum Lindungan Masyarakat, Administrasi

Kependudukan Catatan Sipil dan persandian;

b. Melaksanakan sinkronisasi data-data dan dokumen
perencanaan dengan usulan program dan kegiatan sektorsosial, Komonikasi informasi, Trantibum Lindungan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil dan
Persandian;

c. Melaksanakan penelaahan kelayakan dan kesesuaian antarausulan p-rggrary, kegiatan dan pembiayaannya dengan
indikator kinerja pada perencanaan pembangunan sektorsosial, Komonikasi informasi, Trantibum - Lindungan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil dan
Persandian;

d. Menginventarisasi permasalahan dan saran solusi pemecahan
masalah pada sektor sosial, Komonikasi informasi,Trantibum Lindungan Masyarakat, Administrasi
Kependudukan Catatan Sipil dan persandian;
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Melaksanakan koordinasi dengan satuan Kerja perangkatDaerah terkait de.ngll perenca'aan *.i.to, Gil;Komonikasi informasi, Trantibum Lindungan Masyarakat,Administrasi Kependudukan catatan Sipil dJn persandian;
Melaksanakan _monitoring realisasi renc€rna pembangunan
sektor sosial, Komonikasi informasi, Trantibum Lindingan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil JanPersandian;

Melaksanakan kegiatan koordinasi program penanggulangan
Kemiskinan Daerah;

llengkogrdinir pelaksanaan tugas pada Sub Bidang sosial,Komonikasi informasi, Trantibum Lindungan Masyarakat,
Administrasi Kependudukan catatan sipil din pers".rdirrr;
Menegakkan disiplin pegawai Negeri sipil sesuai dengan
kewenangan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;
Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganynit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di sektorsosial, Komonikasi informasi, - 

Trantibuni Lindungan
Masyarakat, Administrasi Kependudukan catatan sipil fan
Persandian.

Bagian Keenam
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN

pasal22

Bidang Penelitian, pengembangan dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang mempunyai tugas pomr< meraksanakln a.r,mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan,
Pengumpulan data, analisa, penilaian dan pehforan liasilpelaksanaan pembangunan nidang penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1,), Kepala Bidang penelitian, pengembangan menyeleigg**li"r,
fungsi :

Penetapan penJrusunan rencana dan program kerja
penJrusunan, pengelolaan, evaluasi dan pelap-ran bidang
penelitian dan pengembangan;

Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan
Pengembangan;

c. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan
pemerintahan kabupaten;

d. Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi;
e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang

Penelitian dan pengembangan;

e.

f.

h.

i.

j.

k.

{1)

(2t

b.
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g' Pengkoordinasian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi,Analisa Data dan-pembangunan, Analisis peLncanaan sistemInformasi fembangunan serta mengevaruasi hasilpelaksanaan kebijakan perencanaan daerah;'
h. Pelaksanaan koordinasil kerjasama

unit kerja/ instansi/ lembaga atau
Penelitian dan pengembangan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang penelitian, pengembangan mempunyai
uraian tugas:

a. Menetapkan pen1rusunErn rencana
pen5rusunan, pengelolaan dan evaluasi
Penelitian dan pengembangan;

b. Menyelenggarakan pelaksanaan
dan Pengembangan;

dan kemitraan dengan
pihak ketiga di Bidang

dan program kerja
dan pelaporan bidang

tugas di Bidang penelitian

c. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di
Bidang penelitian dan pengembangin;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi,
Analisa Data dan Pembangunan, Analisis Perencanaan SistemInformasi pembangunan serta mengevaluasi hasil
pelaksanaan kebijakan perencanaan daerahf

e. Melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidLg
Penelitian dan pengembangan;

f. Merumuskan bahan pengumpulan dan pengolahan data,
penilaian dan analisa data, monitoring dan-evJuasi, laporan
dan promosi hasil pelaksanaan pembarrgurr*., di daerah;

g. Mengkoordinasikan pengumpulan dan men]rusun data
mengenai pelaksanaan program pembangunan di daerah;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
analisa data, dan pembangunan, analisa data danpembangunan, analisis p.rJr"*.u., sistem informasi
pembangunan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan
kebdakan perencanaan daerah;

i. Mengkoordinasikan penjrusunan dan mengumpulkan bahan
untuk penerapan dan promosi hasil pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan pembangunan daerah;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan
kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
baik yang diminta maupun tidak diminta mengenai segala
sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasa] 23
Bidang Penelitian, Pengembangan membawahkan :

a. sub Bidang penelitian dan pengembangan sosial dan
Pemerintahan;
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b.

c.

!"b Bidang penelitian, pengembangan Ekonomi
Pembangunan;

sub Bidang Pengendarian program pembangunan, Inovasi
Teknologi;

dan

dan

S UB BIDANG PENELITI^i"TiI?' JU*O"*BANGAN S O SIAL
DAN PEMERINTAHAN

Pasal24
(1) sub Bidang penelitian dan pengembangan sosial dan

Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan, men]rusun dan rieneliti
{^t mengenai pelaksanaan program pembangunan bidang sosial
dan Pemerintahan di daerah;

(21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala sub Bidang peneritian dan pengembangan sosial dan
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penJrusunan kebij akan teknis program dan
€Lnggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan
pemerintahan;

b. Penyiapan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang Sosial dan pemerintahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan 1ingkupurusan dibidang Sosial dan pemerintahan;

d. Perumusan $asaran pelaksanaan tugas dibidang penelitian
dan Pengembangan pembangunan dairah bidan{ sosial dan
Pemerintahan;

e. Penyiapan bahan pemantauan, evaruasi dan peraporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial
dan pemerintahan;

f. Penyelenggaraan kerjasama bidang penelitian dan
Pengembalga, pembangunan daerah dibiaang sosiar dan
Pemerintahan;

g. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah;
h. Pengelolaan data penelitian dan pengembangan, peraturan,

serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pen]rusunan

penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang
Sosial dan Pemerintahan;

j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pen]rusunan,
pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan peng"*b.rg*r,
pembangunan daerah bidang sosial dan pem"ri-rrt*E*rr;

k. Menyiapkan pelayanan adminitrasi pemberian rekomendasiizin penelitian bagi masyarakat untuk diterbitkan izin
penelitian oleh instansi yang berwenang;

l. Pelaksanaan administrasi d.an tata usaha dibidang sosial dan
pemerintahan;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;
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n- Pelaksanaan koordinasilkerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/rembaga atau pihak ketiga dibidlng
penJrusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian danpengemba_ngan pembangunan daerah bidang sosial dan
Pemerintahan.

(3) Untuk menyelenggarakan f1rg.i sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala sub Bidang peneliti"r, da, pengembangErn sosial
dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
a. Menyiapkan bahan pen]rusunan kebijakan teknis program

dan anggara,n penelitian dan pengembangan di bidang sosial
dan pemerintahan;

b. Menyiapkan bahan peraksanaan peneritian danpengembangan pengkajian ringkup urusan dibidang s.sial
dan pemerintahan;

c. Menyelenggarakan kerjasama penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah;

d. Menyelenggarakan koordinasi penelitian anggaran daerah;
e. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit keda/instansi/lembaga atau pihak ketiga di iia"ogpenJrusunan, pengelolaan dan pelaksanaan pinelitian dan

pengembangan pembangunan daerah;
f. Mengelola data penelitian dan pengembangan, peraturan,

serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. Mempersiapkan rekomendasi untuk penelitian dalam rangkamendukung kelancaran pelaksanaan perencanaan

pembangunan;

h' Menyiapkan pelayanan administrasi pemberian rekomendasiizrn penelitian bagi masyarakat untuk diterbitkan izin
penelitian oleh instansi yang berwenang;

i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha dibidang sosial
dan pemerintahan;

j. Mempersiapkan, menJrusun dan mengekspos hasil penelitian
dan memberi saran/pertimbangan [.p*a* Kepall eia*rrg
tentang pelaksanaan peneritian dan pengembangan dibidan[
sosial dan pemerintahan;

k. Memberikan saran dan pertiTbangan kepada kepala bidang
baik diminta maupun tidak diminta menginai *"g"1* sesuatu
yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

1. Melaksanakan tugas lain- yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BIDANG PENELITfifr:ffi 3,,'O'OGAN EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN

Pasal 25
(1) sub Bidang penelitian, pengembangan Ekonomi danPembangunan dipimpin oleh seorang xefata sub Bidang yangmempunyai tugas pokok melaksanat an penelitian- danpengembangan evaluasi dan pelaporan, analisis perencanaan
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sistem informasi. 
- 
pembangunan serta mengevaluasi hasirpelaksanaan kebijakan p"r.rr""rrr."r, daerah dibidang ekonomidan pembangunan;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala sub Bidang pJnefitian, p""s.*t""gu, Ekonomi danPembangunan menyelenggarakan fungfi : --_
a. Penyrapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dananggaran penelitian dan pengembangan dibidang-ekonomi

dan pembangunan;

b. P-enyiapan bahan peraksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang ekonomi dan pembangunan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkqiian kebijakan dibidangekonomi dan pembangunan;
d' Penyiapan bahan pemantauan, evaruasi dan pelaporanpelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidanj ekonomidan pembangunan;

e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi peraksanaanpenelitian dan pengembangan pemerintah daerarr dibidangekonomi dan pembangunan;
f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha dibidang ekonomidan pembangunan;

g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama
unit kerja/instansi/lembaga atau
Statistik, Pengendalian dan pelaporan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain
tugas dan tugasnya.

dan kemitraan dengan
pihak ketiga dibidang
pembangunan daerah;
sesuai dengan bidang

(3) untuk menyelenggarakan frls*i _.sebagaimana dimaksud padaayat (21, Kepala sub Bidang peneiiti.rr,-p.rrg"mbangan Ekonomidan Pembangunan, mempunyai uraian irg""I
a' Menyiapkan bahan penlrusunan kebijakan teknis, program

{an anggaran peneritian dan peigembangan dibidangekonomi dan pembangunan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan peneritian danpengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
c. Mgnyrapkln bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan

dibidang ekonomi dan pembangunan;
d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaruasi dan pelaporan

pelaksana€Ln penelitian dan pengembangan dibidanj 
"r.or,o*idan pembangunan;

e. Melaksanakan administrasi dan tata usaha bidang ekonomi
dan pembangunan;

f. Melaksan"t?, koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga aiuiJl"gpenelitian dan pengembangan ekonom-i dan pemuirrgurr*rr;
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidangbaik diminta maupun tidak diminti menglnai u.gh. sesuatuyang ada hubungannya dengan bidang t r!r"ry*;
h. Melaksanakan tugas iain yang diperintahkan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fung.i"yr.
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SUB BIDANG''**',[ffiffi .OOO*M 
PEMBANGUNAN,

INOVASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 26
(1) sub Bidang pengendalian program pembangunan, Inovasi danTeknologi dipimpin oleh seorang Kepaia sub Bidang yangmempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian frogrampembangunan daerah, penelitian dan 'pengembangan 

sertafasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L),

Kepala sub Ridang pengendaliar program pembangun€rn, inovasi
dan Teknologi, mempunyai uraian tugas:
a- Penyusunan program 

, monitoring pelaksanaan kegiatanpembangunan dengan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Beranja Nasional, Anggaran pendapatan
danBelanja Daerah, penanaman Modaf-esing/pen"rr"**r,
Modal Dalam Negeri dan kegiatan-kegiatan Iantuan luar
negeri serta bantuan pembangunan lainnya;

b. Penyrapan bg.han penJrusunan laporan hasil monitoring,evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan
pembangunan, peneritian dan pengEmb.rrg"r, dibidang
inovasi dan teknologi;

c. Penyusunan pedoman/petunjuk pengendalian pembangun€ur.,
penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan tekiologi;'

d- Pengumpulan- dan pengolahan d.ata laporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Beranja Negara, Anggaran pendapat*i a*r,
Belanja Daerah, penanaman Modal Asing/perr"r,."riru.r, Modal
Dalam Negeri dan bantuan luar negeii secara sistematis
dalam bentuk tertulis seperti rekapitulasi, ikhtisar, grafik dan
bentuk lain yang diperlukan;

e' Penyiapan bahan pen]rusunan kebijakan teknis, program dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan
teknologi;

f. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur
dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
bersifat inovatif;

g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembargan, serta- fasilitasi
dan penerapan di bidang inovasi din teknologi;

h. Pengelolaan data administrasi bidang pengendalian
pembangunan, penelitian dan pembangunan dibida;g inovasi
dan teknologi;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

j. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidlng
Pengendalian program pembangunan, Inovasi oan remologi

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana d.imaksud padaayat l2), Kepala sub Bidang pengendarian program
Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, *"*prryai uraian tugls:
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a' Menyiapkan bahan penJrusunan kebijakan teknis, programdan anggaran- dibidang pengendarian program pembangunan,inovasi dan teknologi;
b' Menyiapkan bahan .pelaksanaan pengendarian programpembalgunan, penelitian dan pengembangan dibidanginovasi dan teknologi;
c' Menyusun pedoman/oetunjuk pengendarian programpembangunan, peneritian d*r, pengemba.ngan dibidanginovasi dan teknologi;
d' Menyiapkan bahan .peraksanaan pengkajian kebijakan

dibidang inovasi dan telinologi;
e' Menyiapkan lah.an pemantauan, evaluasi dan peraporanpelaksanaan kegiatan pembangunan, penerapan peneritian

dan pengembangan di bidang in6vasi dan teknorogi; '
f. Melaksanakan administrasi dan tata usaha bidangpengendalian program pembangunan, inovasi dan teknologi;
g. Melaksanakan koordinasi /kerjasama dan kemitraan denganunit kgrja/instansi/rembaga atau pihak ketiga 

-diuia*rrg
pengendalian program pembangunan, inovasi oan tet<nologi;

h. Melaporkan hasil monitoring kegiatan pembangunan danayang bersumber dari Anggaran- pendapatan iro- g.tanja
Negara, Anggaran pendlpatan dan Belanja Daerah,Penanaman Modal Asing/penanaman Modar Daram Negeridan kegiatan-kegiatan bintuan luar negeri serta bantuanpembangunan lainnya;

i. Mempersiapkan bahan dan mengorah hasil rapatpengendalian pelaksanaan pembangunan;
j. Menyusun raporan pelaksanaan kegiatan pembangunan baikyang bersumber dari Anggaran pendapatan dan BeranjaNegara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,

Penanaman Modal Asing/penanaman Modar Dalam Negeridan Bantuan -Luar Negeri secara sistematis dalam bentuktertulis seperti rekapitulasi, ikhtisar, gralik dan bentuk lainyang diperlukan;
k. Pengolahan data da, pengelolaan sistem informasi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terkait laporanpengendalian program pembangunan;
l. Memberik€Ln saran dan pertimbangan kepada kepala bidangbaik diminta maupun tidak dimintl mengenai 

".glh sesuatuyang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
m. Melaksanakan tugas rain- yang diperintahkan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B r DAN G ru *BftEffi,ff i,*#* 
"oN 

G u NAN
DAN ANGGARAN

Pasal 2Z
(1) Bidang Perencanaan pembangunan dan Anggaran dipimpin olehseorang Kepala - Bidang yalg *.*prrrlr.i tugas ' pokokmengendalikan, dan mengkoordinasikan' perumr"*ri kebijakanteknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang *.rrjuoi
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kewenangn Badan yang meriputi perencanaan pembangunan
Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka paijang,
serta Anggaran belanja tidak langsung, arrggu.o.r belanja
langsung dan pembiayaan daerah;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang perencanaan pembangunan dan
Anggaran,menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan, pengkoordinasian pen]rusunan Dokumen
Rencana Pembanguan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. Pelaksanaan, pengkoordinasian penJrusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dokumen

c. Pelaksanaan, pengkoordinasian penJrusunan Dokumen
Kebijakan umum Anggaran dan prioritas plafon Anggaran
sementara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubahannya serta menyiapkan rencana pengendalian
pelaksanaan anggaran;

d. Perumusan program kegiatan di Bidang perencanaan
Program Pembangunan Daerah dan Anggaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bahan
perumusan kebijakan atasan;

f. Pen5rusunan konsep rencana belanja d.aerah, baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung berdasarkan data
dari satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan
kerja terkait;

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2J., Kepala Bidang perencanaan pembangunan dan
Anggaran, mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pen]rusunan
Dokumen Rencana Pembanguan Jangka panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;

b- Melaksanakan dan Mengkoordinasikan penJrusunan
Dokumen Rencana Kerja pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan penJrusunarl
Dokumen Kebijakan umum Anggaran dan prioritas plafon
Anggaran sementara, Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah dan perubahannya serta menyiapkan rencana
pengendalian pelaksanaan anggaran;

d. Merumuskan program kegiatan di Bidang perencanaan
Program Pembangunan Daerah dan Anggaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pedoman peraksanaan kegiatan;
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f.

1.

pasal 2g
Bidang Perencanaan pembangunan dan Anggaran membawahkan :

1. Sub Bidang perencanaan pembangun€Ln;

2. Sub Bidang Analisa dan Alokasi Anggaran;
3. Sub Bidang pen5rusunan Anggaran;

SUB BIDANG '"Jffiffi"'- PEMBANGUNAN

pasal 29
(l)sub Bidang perencanaan pembangunan dipimpin oleh seorangKepala sub Bidang yang *.*prryi tugas ptr.or. nenyiapan danPen3rusunan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
(2)untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala SrP - Bidang perencanaan fembarigunan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penSrusunan Dokumen
Pembangunan Jangka panjang Daerah;

b. Penyiapan pen5rusunan Dokumen Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

c. Penyiapan dan peraksanaan kegiatan musyawarahpembangunan kecamatan, musayawarah p"*u""garrr",
kabupaten serta meraporkan dan membuat rekap hasirkegiatan tersebut;

d. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan forum satuan KerjaPerangkat Daerah serta mehpJrkan dan membuat rekaphasil kegiatan tersebut;
e' Penyiapan 

" 
Bahan musyawarah pembangunan provinsi,musyawarah pembangunan regionar dan musyawarahpembangunan nasional serta rnelaporkan dan membuatrekap hasil kegiatan tersebuat;

f. Penyiapandan pen5rusunan Rencana Keda pembangunan
Daerah;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas peraksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja o"..an aa, perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja naerah 

-""t.g"i 
bahanperumusan kebijakan atasan;

Men5rusun konsep rencana belanja daerah, baik beranjalangsung maupun beranja tidak rangsung u"ra."*tan datadari satuan Kerja_ perangkat Daerah dalam r""gtpenetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
Pelaksanaan Koordinasi d.engan unit kerja dan atau satuankerja terkait;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepara badan,baik diminta maupun tidak diminta mengenai segara sesuatuyang ada hubungannya dengan bidang ttigasnya;
Melaksanakan tugas rain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

e.

ob'

h.

Perencanaan
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g. Pengintegrasian program kegiatan dengan DokumenPerencanaan;

h. Pengevaluasian rencana kerja satuan kerja perangkat
daerah.

(3)untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepala Sub Bidang perJncanaan pembangunan,
mempunyai uraian tugas :

a. Menyiap_kan penyusuna.n Dokumen Rencana pembangunan
Jangka panjang Daerah;

b. Menyiapkan penSrusunan Dokumen Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daeralr;

c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan musyawarahpembangunan kecamatan, musayawirah pembJngunan
kabupaten serta melaporkan dan membuai ,;dt'hasil
kegiatan tersebut;

d. Menyiapkan dan meraksan.kq, kegiatan forum satuan KerjaPerangkat Daerah serta meraporlian dan membuat rekaphasil kegiatan tersebut;
e. Menyiapkan dan mengikuti musyawarah pembangunanprovinsi, musyawarah pembangunan rigional " danmusyawarah pembangunan nasional serta mel,aporkan danmembuat rekap hasil kegiatan tersebuat;
f. Men]rusun dan menyiapkan Rencana Kerja pembangunan

Daerah;

g. Mengintegrasikan program kegiatan dengan Dokumen
Perencanaan;

h. Mengevaluasi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala

badan,baik diminta maupun tidak dimlnta mengenai segala
sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tog*urry.;

j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

S UB BIDANG U*O"'TX'3*iff f,O**' ANGGARAN

pasal BO

(1) sub Bidang Analisa dan Arokasi Anggaran dipimpin oleh seorang
Kepala sub Bidang yang mempurryai tugas-pokok *.rryi"pt 

"r,dan menyusun pelaksanaan Analisa aan eiousi Anggarari. '-

{2} untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),Kepala sub _ Bidang Analisa dan Arokasi e"gg"r""
menyelenggarakanfungsi :

a. Perumusan, persiapan dan penJrusunan rancangan
Kebijakan umum Anggaran dan prioiit"" plafon anggaran
Sementara murni dan perubahanya;

b. Penganalirr kewajaran daram dokumen Rencana KerjaAnggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran dan
kesesuaiannya terhadap dokumen Rencana-pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja remoanfiina,
Daerah;
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c. Pembuatan rancangan surat Edaran Bupati dan Menyiapkantentang, pedoman pen,rusun.n ,.rr"*J kerja il;-;ggaransatuan kerja perangkat daerah;
d. Pelaksanaan verifikasi rancangan dokumen peraksanaananggaran satuan kerja- perangkat daerah a.rg;-Gprr,satuan kerja perangkat dalrah;
e' Pengumpulan dan pengolahan data-data AnggaranPendapatan dan Beranla Daerah serta Laporan_ffiorr*yang diminta oleh provinsi aan pusai yang berhubungan

dengan Anggaran pendapatan dan Beranja pa".rrr; ------r

f' Penelaahan program dan kegiatan baru yang tercantumdalam fencgn-a Keq'a Anggalan satuan Kerja perangkat
Daerah dan Dokumen pelaksanaan Anggaran;

g' Penyusunan Nota Keuangan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Murni dan perubahil;
h. Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.

(3) untuk_.menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2l', Kepara sub Bidang Anaiisa dan Arokasi angg'aranmempunyai uraian tugas:
a' Merumuskan, menyiapkan dan men,rusun rancanganKebijakan Umum Anggaran dan prioritas plafon errgg*r*

Sementara murni dan perubahanya;
b. Menganalisa kewajaran daram dokumen Rencana KerjaAnggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran dankesesuaiannya terhad.ap dokumen Rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Rembanlinan
Daerah;

c. Membuat rancangan surat Edaran Bupati dan Menyiapkan
tentang pedoman penJrusunan rencana kerja a"r, 

""ggl"r,satuan kerja perangkat daerah;
d. Melaksanakan verifikasi rancangan d"okumen peraksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kepalasatuan kerja perangkat daerah;
e' Mengumpulkan dan mengelola data-data AnggaranPendapatan dan _Belanja Daerah serta Laporan-dfr*.r,yang diminta oleh provinsi dan pusat yang bertrubringan

dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; c

f' Penelaahan program dan kegiatan baru yang tercantumdalam Renca.na Kerja Anggaran satuan i<er:a r.r.rrgtat
Daerah dan Dokumen pelak-sanaan Anggar€Ln;

g' Men.rusun N-"t* Keuangan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Murni dan- perubaliL;
h. Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja;
i' Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepalabadan,baik diminta maupurl- tidak dimlnta mengenai segalasesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tIg"""V";--
j. Melaksanakan tu-gas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.
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su' BTDANG #ffi,311$o* ANGGARAN

Pasal 31
(1) !"P Pl{*g Penyusunan Anggaran,dipimpin oreh seorang Kepalasub_Bidang mempunyai tugaipokok menyiapkan dan *i"y.""pelaksanaan penyusuoan Anggaran.
(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala sub Bidang pen5rusunan Anggaran, mempunyai uraiantugas:

a' Penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dalrah dan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabarannya;

b. Perumusan rancangan Anggaran pendapatan dan Beranja
Daerah dan rancangan perubahan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah sebagai bahan Tlpat Tim e.nggaran
Pendapatan Daerah yang selanjutnya disampaikan ke ilewan
Perwakilan Ralryat Daerah;

c' P_enyiapan pen]rusunan rancangan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah beserta lampiri-nnya dan 'hasil
pembahasan Tim Anggaran pendapatan Daerah, sertadikirim ke Dewan perwakilan natyat Daerah untukpembahasan lebih lanjut;

d. Pelaporan pelaksanaan hasil pembahasan penyusunan
Rancangan Anggaran pend.apatan dan Betanja baerah danPerubahan kepada Gubernuf sebagai bahan evaluasi;

e. PenSrusunan Dokumen Renca.na Kerja Anggaran Murni dan
Perubahan;

f. PenJrusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran Murni dan
Perubahan;

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),Kepala sub Bidang pen5rusunan Ar,ggaran, m.*punyai Lraian
tugas:

a. Men5rusun rancangan peraturan daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan
Bupati tentang penjabarannya;

Anggaran
peraturan

b. Merumuskan rancangan Angga.ran pendapatan dan Beranja
Daerah dan rancangan perubahan Anggaran eenJapa;;;;"Belanja Daerah sebagai 

- bahan ilpat Tim arrgg*.r,
Pendapatan_Daerah yang seranjutnya disampaikan ke il."r,
Perwakilan Rat<yat Daerah;

c. Menyiapkan penyusunan rancangan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah dan perubahan Anfraran pendapatan
dan Belanja Daerah beserta lampirilnya dan hasilpembahasan -rim Anggaran pendapatan Daerah, sertadikirim ke Dewan perwakilan Ralryat Daerah untukpembahasan lebih lanjut;

d. Melaporkan pelaksanaan hasil pembahasan pen]rusunan
Rancangan Anggaran pendap atan dan Belan3a baerah danPerubahan kepada Gubernuisebagai bahan eiaruasi;
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e' Menyiapkan dan Men5msun Dokumen Rencana KerjaAnggaran Murni dan perubahan;
f' Menyiapkan dan Menyusun Dokumen peraks€rnaan AnggaranMurni dan perubahan;

g' Memberikan saran dan pertimbangan kepada keparabadan,baik diminta maupur tidak diminta mengenai segarasesuatu yang ada hubungannya dengan bidang t,igrurry";
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Badan perencanaan pembangunan,
Penelitian dan pengembangan, sesuai dengan keahlian dankebutuhan.

a. Jabatan Fungsional terdiri-dari sejumlah tenaga dalam jenjangjabatan fungsiorral yang terbagi daLm uerbagai-k.to*pot sesuaidengan bidang keahliannya;
b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenagafungsional yang senior ditunjuk or"n'Bupati atas usril KeparaDinas melalui sekretaris Daeiah dan bertanggung jawab kepadaKepala Badan;

c' {u-mlah jabatan dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkankebutuhan dan beban kerja;
d' Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
?ATA KERJA

Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, sekretaris, KepalaBidang, Kepala.sub Bagian, Kepala-seksi serta pemeg€Lng jabatanfungsional *qjig 

- 
menerapkan prinsip koorainasl, iritegrasi,simplikasi dan sinkronisa*i s."rra vertikal serta horizontal baikdalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengantugas pokok maisng-masing.

(2) setiap pimpinan 
-satrran organisasi wajib mengikuti, memenuhipetunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannyamasing-masing serta menyampaikan laporan tepat padawaktunya.

pasal 84
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan BupatiKatingan Nomor 25 Tahun 2ot6 tentang Td;" pokok, rurrgsi a.r,uraian T\rgas Badan perencanaan pemuinguian Daera'h Kab"upaten
l^<11inqan (Berita Daerah Kabupaten Katirigan Tahu n 2016 Nomor269) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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SEK

KErEN#IBN H"*u"u"

Pasal 35
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap oranq dapat- mengetahuinya, memerintahkan pengundanganP_eraturan Bupati ini dengan penempa tannya dalam Berita DaerahKabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 41 Dese;a,ber 2O16

Diundangkan di Kasongan
pada 23 Deeem6en 2O16

H KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN NOMOR 1??
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